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ABSTRAK 
Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk 
mengetahui bagaimanakah hubungan 
kelembagaan untuk melakukan koordinasi dan 
kerjasama antara Otoritas Jasa Keuangan 
dengan Bank Indonesia dalam melakukan 
pemeriksaan di bidang perbankan dan 
bagaimanahkahkewajiban Forum Koordinasi 
Stabilitas Sistem Keuangan Untuk menjaga 
stabilitas sistem keuangan, yang dengan 
metode penelitian hukum normatif disimpulkan 
bahwa: 1. Dalam melaksanakan tugas 
pengaturan, OJK memiliki beberapa wewenang 
yang bisa dilakukan. Wewenang tersebut 
antara lain adalah dapat menetapkan peraturan 
pelaksanaan undang-undang ini, dapat 
menetapkan peraturan perundang-undangan 
disektor jasa keuangan, dapat menetapkan 
peraturan dan juga keputusan OJK, dapat 
menetapkan peraturan mengenai pengawasan 
disektor jasa keuangan, dapat menetapkan 
kebijakan tentang pelaksanaan tugas OJK, 
dapat menetapkan peraturan mengenai 
tatacara penetapan perintah tertulis terhadap 
lembaga jasa keuangan terhadap lembaga jasa 
keuangan dan pihak tertentu, dapat 
menetapkan peraturan mengenai tatacara 
penetapan pengelola statuter pada lembaga 
jasa keuangan, dapat menetapkan struktur 
organisasi dan infrastruktur, serta mengelola 
dan memelihara, dan menatausahakn kekayaan 
dan kewajiban dan yang terakhir dapat 
menetapkan pengaturan mengenai tatacara 
pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangandisektor jasa 
keuangan. 2. Kewajiban Forum Koordinasi 
Stabilitas Sistem Keuangan untuk menjaga 
stabilitas sistem keuangan diatur dalam 
Protokol Koordinasi, Untuk menjaga stabilitas 
sistem keuangan. Dalam kondisi normal, Forum 
Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan: wajib 
melakukan pemantauan dan evaluasi stabilitas 
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sistem keuangan; melakukan rapat paling 
sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan; 
membuat rekomendasi kepada setiap anggota 
untuk melakukan tindakan dan/atau membuat 
kebijakan dalam rangka memelihara stabilitas 
sistem keuangan; dan melakukan pertukaran 
informasi. Dalam kondisi tidak normal untuk 
pencegahan dan penanganan krisis, Menteri 
Keuangan, Gubernur Bank Indonesia, Ketua 
Dewan Komisioner OJK, dan/atau Ketua Dewan 
Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan yang 
mengindikasikan adanya potensi krisis atau 
telah terjadi krisis pada sistem keuangan, 
masing-masing dapat mengajukan ke Forum 
Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan untuk 
segera dilakukan rapat guna memutuskan 
langkah-langkah pencegahan atau penanganan 
krisis.  




A. Latar Belakang 
Amanat pembentukan Otoritas Jasa 
Keuangan (OJK) di Indonesiasecara jelas telah 
disebutkan dalam Undang-Undang Bank 
Indonesia yang merupakan Undang-Undang 
Organik sebagai pelaksanaan dari Pasal 23 D 
UUD 1945, sehingga nampak terdapat materi 
sisipan untuk pembentukan Lembaga Pengawas 
Jasa Keuangan (sekarang disebut dengan 
Otoritas Jasa Keuangan). Hal tersebut kemudian 
ditindak lanjuti dengan keluarnya Undang-
Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas 
Jasa Keuangan (OJK), dimana OJK memiliki 
kewenangan terhadap beberapa sektor penting 
penunjangperekonomian Indonesia antara lain: 
Lembaga perbankan; Pasar Modal; 
Perasuransian; dana pensiun dan lembaga 
pembiayaan.3 
 
B. Rumusan Masalah 
1. Bagaimanakah hubungan kelembagaan 
untuk melakukan koordinasi dan 
kerjasama antara Otoritas Jasa Keuangan 
dengan Bank Indonesia dalam melakukan 
pemeriksaan di bidang perbankan ? 
2. Bagaimanahkahkewajiban Forum 
Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan 
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A. Hubungan kelembagaan dalam melakukan 
koordinasi dan kerjasama antara otoritas 
jasa keuangan dengan bank indonesia 
untuk melakukan pemeriksaan perbankan 
Koordinasi antar otoritas sangat diperlukan 
dalam menjaga agar terhindar dari krisis dan 
mempermudah dalam penyelesaian krisis 
apabila ternyata tidak dapat dihindari. Dalam 
koordinasi ini, peran dan tanggung jawab 
masing-masing otoritas harus jelas dan 
dituangkan dalam undang-undang. Tugas 
menjaga stabilitas sistem keuangan ini 
dilakukan oleh bank sentral, dengan 
berkoordinasi dengan pengawasan pasar 
keuangan dan menteri keuangan sebagai 
otoritas fiskal. Di Negara yang otoritas 
pengawasan lembaga keuangan dipisahkan dari 
bank sentral, otoritas tersebut akan menjadi 
bagian dari otoritas yang harus melakukan 
koordinasi dibawah menteri keuangan. Untuk 
mencapai sasaran dalam mencegah dan 
menyelesaikan krisis, pertukaran informasi 
antar otoritas sangat diperlukan baik dalam 
kondisi normal maupun krisis.4 
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 
21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, 
mengatur Hubungan Kelembagaan. Koordinasi 
dan Kerja Sama, sebagaimana dinyatakan pada 
Pasal 39. Dalam melaksanakan tugasnya, OJK 
berkoordinasi dengan Bank Indonesia dalam 
membuat peraturan pengawasan di bidang 
Perbankan antara lain:  
a. kewajiban pemenuhan modal minimum 
bank;  
b. sistem informasi perbankan yang terpadu;  
c. kebijakan penerimaan dana dari luar negeri, 
penerimaan dana valuta asing, dan pinjaman 
komersial luar negeri;  
d. produk perbankan, transaksi derivatif, 
kegiatan usaha bank lainnya;  
e. penentuan institusi bank yang masuk 
kategori systemically important bank; dan 
f. data lain yang dikecualikan dari ketentuan 
tentang kerahasiaan informasi.  
Pejelasan Pasal 39. Tata cara koordinasi OJK 
dengan Bank Indonesia diatur bersama antara 
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OJK dan Bank Indonesia. Huruf (d) Yang 
dimaksud dengan “kegiatan usaha bank 
lainnya” antara lain adalah kartu kredit, kartu 
debit, dan internet banking. Huruf (e) Yang 
dimaksud dengan “systemically important 
bank” adalah suatu bank yang karena ukuran 
aset, modal, dan kewajiban, luas jaringan, atau 
kompleksitas transaksi atas jasa perbankan 
serta keterkaitan dengan sektor keuangan lain 
dapat mengakibatkan gagalnya sebagian atau 
keseluruhan bank-bank lain atau sektor jasa 
keuangan, baik secara operasional maupun 
finansial, apabila bank tersebut mengalami 
gangguan atau gagal. 
Pada Undang-undang Nomor 3 Tahun 2004 
Tentang Bank Indonesia, peran dan tugas 
utama Bank Indonesia difokuskan pada tiga sub 
sistem perekonomian yang terdiri atas 
moneter, perbankan, dan pembayaran. 
Pelaksanaan tiga bidang tugas tersebut akan 
sangat menentukan keberhasilan Bank 
Indonesia mencapai tujuan utamanya yaitu 
mempertahankan dan memelihara stabilitas 
nilai rupiah.Kestabilan nilai rupiah yang 
dimaksud adalah kestabilan nilai rupiah 
terhadap barang dan jasa serta terhadap mata 
uang negara lain, dan kestabilan nilai rupiah 
sangat penting untuk mendukung 
pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan 
meningkatkan kesejahteraan rakyat.5 
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 
21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, 
Pasal 40 ayat: 
(1) Dalam hal Bank Indonesia untuk 
melaksanakan fungsi, tugas, dan 
wewenangnya memerlukan pemeriksaan 
khusus terhadap bank tertentu, Bank 
Indonesia dapat melakukan pemeriksaan 
langsung terhadap bank tersebut dengan 
menyampaikan pemberitahuan secara 
tertulis terlebih dahulu kepada OJK.  
(2) Dalam melakukan kegiatan pemeriksaan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank 
Indonesia tidak dapat memberikan 
penilaian terhadap tingkat kesehatan bank.  
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(3) Laporan hasil pemeriksaan bank 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
disampaikan kepada OJK paling lama 1 
(satu) bulan sejak diterbitkannya laporan 
hasil pemeriksaan. 
Penjelasan Pasal 40 ayat (1) Pada dasarnya 
wewenang pemeriksaan terhadap bank adalah 
wewenang OJK, namun, dalam hal Bank 
Indonesia melaksanakan fungsi, tugas, dan 
wewenangnya membutuhkan informasi melalui 
kegiatan pemeriksaan bank, Bank Indonesia 
dapat melakukan pemeriksaan secara langsung 
terhadap bank tertentu yang masuk 
systemically important bank dan/atau bank 
lainnya sesuai dengan kewenangan Bank 
Indonesia di bidang macroprudential. Untuk 
kelancaran kegiatan pemeriksaan oleh Bank 
Indonesia, pemberitahuan secara tertulis 
dimaksud paling sedikit memuat tujuan, ruang 
lingkup, jangka waktu, dan mekanisme 
pemeriksaan. Ayat (2) Penilaian terhadap 
tingkat kesehatan bank merupakan 
kewenangan OJK. 
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 
21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, 
Pasal 41 ayat: 
(1) OJK menginformasikan kepada Lembaga 
Penjamin Simpanan mengenai bank 
bermasalah yang sedang dalam upaya 
penyehatan oleh OJK sebagaimana 
dimaksud dalam peraturan perundang-
undangan.  
(2) Dalam hal OJK mengindikasikan bank 
tertentu mengalami kesulitan likuiditas 
dan/atau kondisi kesehatan semakin 
memburuk, OJK segera menginformasikan 
ke Bank Indonesia untuk melakukan 
langkah-langkah sesuai dengan 
kewenangan Bank Indonesia. 
Penjelasan Pasal 41 ayat (2) Yang dimaksud 
dengan “langkah-langkah sesuai kewenangan 
Bank Indonesia” adalah pemberian fasilitas 
pembiayaan jangka pendek dalam menjalankan 
fungsi Bank Indonesia sebagai lender of last 
resort. Dalam menjalankan fungsi dimaksud, 
Bank Indonesia dapat melakukan pemeriksaan 
terhadap bank dengan menyampaikan 
pemberitahuan secara tertulis kepada OJK. 
Hukum Perbankan Indonesia telah 
memasuki babak baru, dengan diundangkannya 
Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan 
(selanjutnya disebut dengan OJK) pada Tanggal 
22 November 2011. Dimana pengaturan dan 
pengawasan sektor perbankan tidak lagi berada 
pada Bank Indonesia namun dialihkan kepada 
otoritas jasa keuangan yakni sebuah lembaga 
independen yang mempunyai fungsi, tugas dan 
wewenang untuk melakukan pengaturan, 
pengawasanpemeriksaan dan penyidikan 
terhadap jasa keuangan di Indonesia, dengan 
demikian seluruh kegiatan jasa keuangan sektor 
perbankan, pasar modal, asuransi, dana 
pensiun, lembaga pembiayaan dan lembaga 
jasa keuangan lainnya ada dalam kewenangan 
OJK.6 
Pemisahan fungsi pengawasan perbankan 
dari bank sentral juga terjadi dibanyak Negara, 
keputusan untuk menempatkan fungsi 
pengawasan perbankan di bank sentral atau 
memilih menempatkan dalam sebuah badan 
yang independen diluar bank sentral pada 
masing-masing Negara mempunyai alasan 
tertentu. Pilihan untuk menempatkan fungsi 
pengawasan perbankan di Indonesia tidak lagi 
pada Bank Indonesia namun dipindahkan ke 
dalam sebuah badan independen yang 
mempunyai dasar yuridis pada Undang-Undang 
Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang 
Bank Indonesia.7 
Pasal 40 dan 41 Undang-Undang OJK 
disebutkan bahwa Bank Indonesia dapat 
melakukan pemeriksaan langsung terhadap 
bank dengan menyampaikan pemberitahuan 
secara tertulis terlebih dahulu kepada OJK, 
tetapi dalam pemeriksaan tersebut Bank 
Indonesia tidak dapat memberikan penilaian 
terhadap tingkat kesehatan bank. Laporan hasil 
pemeriksaan bank yang dilakukan oleh Bank 
Indonesia tersebut disampaikan kepada OJK, 
kemudian OJK menginformasikan kepada 
Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) mengenai 
bank bermasalah yang sedang dalam upaya 
penyehatan oleh OJK. Apabila bank tersebut 
mengalami kesulitan likuiditas dan/atau kondisi 
kesehatannya semakin memburuk, OJK segera 
menginformasikan ke Bank Indonesia untuk 
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melakukan langkah-langkah sesuai dengan 
kewenangan Bank Indonesia.8 
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 
21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa 
Keuangan. Pasal 42. Lembaga Penjamin 
Simpanan dapat melakukan pemeriksaan 
terhadap bank yang terkait dengan fungsi, 
tugas dan wewenangnya, serta berkoordinasi 
terlebih dahulu dengan OJK. Penjelasan Pasal 
42 Pada dasarnya wewenang pemeriksaan 
terhadap bank adalah wewenang OJK. Dalam 
hal Lembaga Penjamin Simpanan melaksanakan 
fungsi, tugas, dan wewenangnya membutuhkan 
kegiatan pemeriksaan bank, Lembaga Penjamin 
Simpanan dapat melakukan pemeriksaan bank 
dan tetap berkoordinasi dengan OJK terlebih 
dahulu. Lingkup pemeriksaan meliputi 
pemeriksaan premi, posisi simpanan bank, 
tingkat bunga, kredit macet dan tercatat, bank 
bermasalah, kualitas aset, dan kejahatan di 
sektor perbankan. 
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 
21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa 
Keuangan. Pasal 43 OJK, Bank Indonesia, dan 
Lembaga Penjamin Simpanan wajib 
membangun dan memelihara sarana 
pertukaran informasi secara terintegrasi. 
Penjelasan Pasal 43 Pada prinsipnya OJK 
membangun, memelihara dan 
mengembangkan sistem informasi sesuai 
dengan tugas dan kewenangnya. Yang 
dimaksud dengan “terintegrasi” adalah bahwa 
sistem yang dibangun oleh OJK, Bank Indonesia, 
dan Lembaga Penjamin Simpanan saling 
terhubung satu sama lain, sehingga setiap 
institusi dapat saling bertukar informasi dan 
mengakses informasi perbankan yang 
dibutuhkan setiap saat (timely basis). Informasi 
tersebut meliputi informasi umum dan khusus 
tentang bank, laporan keuangan bank, laporan 
hasil pemeriksaan bank yang dilakukan oleh 
Bank Indonesia, Lembaga Penjamin Simpanan 
atau oleh OJK, dan informasi lain dengan tetap 
menjaga dan mempertimbangkan kerahasiaan 
informasi sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 
Kewenangan pengaturan dan pengawasan 
bank sebelum dibentuknya Otoritas Jasa 
Keuangan merupakan kewenanganyang dimiliki 
Bank Indonesia. Pengaturan dan pengawasan 
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bank oleh BI meliputi wewenang sebagai 
berikut: 
1. Kewenangan memberikan izin (right to 
license), yaitu kewenangan untuk 
menetapkan tatacara perizinan dan 
pendirian suatu bank. Cakupan pemberian 
izin oleh BI meliputi pemberian izin dan 
pencabutan izin usaha bank, pemberian izin 
pembukaan, penutupan dan pemindahan 
kantor bank, pemberian persetujuan atas 
kepemilikan dan kepengurusan bank, 
pemberian izin kepada bank untuk 
menjalankan kegiatan-kegiatan usaha 
tertentu. 
2. Kewenangan untuk mengatur (right to 
regulate), yaitu kewenangan untuk 
menetapkan ketentuan yang menyangkut 
aspek usaha dan kegiatan perbankan dalam 
rangka menciptakan perbankan sehat yang 
mampu memenuhi jasa perbankan yang 
diinginkan masyarakat. 
3. Kewenangan untuk mengawasi (right to 
control), yaitu kewenangan melakukan 
pengawasan bank melalui pengawasan 
langsung (on-sitesupervision) dan 
pengawasan tidak langsung (off-site 
supervision). Pengawasan langsung dapat 
berupa pemeriksaan umum dan 
pemeriksaan khusus,yang bertujuan untuk 
mendapatkan gambaran tentang keadaan 
keuangan bank dan untuk memantau tingkat 
kepatuhan bank terhadap peraturan yang 
berlaku serta untuk mengetahui apakah 
terdapat praktik-praktik yang tidak sehat 
yang membahayakan kelangsungan usaha 
bank. Pengawasan tidak langsung yaitu 
pengawasan melalui alat pemantauan 
seperti laporan berkala yang disampaikan 
bank,laporan hasil pemeriksaan dan 
informasi lainnya. Dalam pelaksanaannya, 
apabila diperlukan BI dapat melakukan 
pemeriksaan terhadap bank termasuk pihak 
lain yang meliputi perusahaan induk, 
perusahaan anak, pihak terkait, pihak 
terafiliasi dan debitur bank. BI dapat 
menugasi pihak lain untuk dan atas nama BI 
melaksanakan tugas pemeriksaan. 
4. Kewenangan untuk mengenakan sanksi 
(right to impose sanction), yaitu 
kewenangan untuk menjatuhkan sanksi 
sesuai dengan ketentuan perundang-
undangan terhadap bank apabila suatu bank 
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kurang atau tidak memenuhi ketentuan. 
Tindakan ini mengandung unsur pembinaan 
agar bank beroperasi sesuai dengan asas 
perbankan yang sehat.9 
Koordinasi antara OJK dengan BI diharapkan 
mampu terlaksana dengan baik, mengingat jasa 
perbankan adalah salah satu sektor terbesar 
dalam perekonomian di Indonesia. Fungsi 
koordinasi yang baik akan menciptakan iklim 
industri perbankan yang sehat pula. Pertukaran 
informasi antara BI dengan OJK mengenai 
kondisi suatu bank akan memudahkan 
pengawasan perbankan mengingat BI 
merupakan lembaga yang mengawasi bank 
sebelum terbentuknya OJK.10 
Otoritas Jasa Keuangan diberikan 
kewenangan di bidang perbankan menurut 
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 
Tentang Otoritas Jasa Keuangan. Pengawasan 
sektor perbankan yang bersifat microprudential 
menjadi kewenangan Otoritas Jasa Keuangan 
dan pengawasan yang bersifat macroprudential 
tetap menjadi kewenangan Bank Indonesia. Hal 
ini disebabkan semakin kompleksnya industri 
jasa keuangan menjadi latar belakang pendirian 
Otoritas Jasa Keuangan. Makin banyaknya 
keterkaitan antar lembaga jasa keuangan satu 
sama lain membuat pengawasan di sektor 
perbankan membutuhkan mekanisme 
pengawasan yang berat. Pengawasan sektor 
jasa keuangan pasca terbentuknya Otoritas Jasa 
keuangan diharapkan mampu menanggulangi 
permasalahan yang timbul akibat konglomerasi 
di sektor jasa keuangan dan menjadi sistem 
pengawasan yang terintegrasi antar lembaga 
jasa keuangan menjadi alternatif yang dianggap 
mampu untuk mencegah terjadinya moral 
hazard dalam kegiatan industri jasa keuangan.11 
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 
Tentang Lembaga Penjamin Simpanan, 
mengaturFungsi, Tugas, Dan Wewenang, 
sebagaimana dinyatakan pada Pasal 4 Fungsi 
LPS adalah:  
a. menjamin simpanan nasabah penyimpan; 
dan 
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b. turut aktif dalam memelihara stabilitas 
sistem perbankan sesuai dengan 
kewenangannya.  
Pasal 5 ayat: 
(1)  Dalam menjalankan fungsi sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, LPS 
mempunyai tugas:  
a. merumuskan dan menetapkan kebijakan 
pelaksanaan penjaminan simpanan; dan  
b. melaksanakan penjaminan simpanan.  
(2)  Dalam menjalankan fungsi sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, LPS 
mempunyai tugas sebagai berikut:  
a. merumuskan dan menetapkan kebijakan 
dalam rangka turut aktif memelihara 
stabilitas sistem perbankan;  
b. merumuskan, menetapkan, dan 
melaksanakan kebijakan penyelesaian 
Bank Gagal (bank resolution) yang tidak 
berdampak sistemik; dan  
c. melaksanakan penanganan Bank Gagal 
yang berdampak sistemik.  
Pasal 6 ayat: 
(1) Dalam rangka melaksanakan tugas 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, LPS 
mempunyai wewenang sebagai berikut:  
a. menetapkan dan memungut premi 
penjaminan;  
b. menetapkan dan memungut kontribusi 
pada saat bank pertama kali menjadi 
peserta;  
c. melakukan pengelolaan kekayaan dan 
kewajiban LPS;  
d. mendapatkan data simpanan nasabah, 
data kesehatan bank, laporan keuangan 
bank, dan laporan hasil pemeriksaan 
bank sepanjang tidak melanggar 
kerahasiaan bank;  
e. melakukan rekonsiliasi, verifikasi, 
dan/atau konfirmasi atas data 
sebagaimana dimaksud pada huruf d;  
f. menetapkan syarat, tata cara, dan 
ketentuan pembayaran klaim;  
g. menunjuk, menguasakan, dan/atau 
menugaskan pihak lain untuk bertindak 
bagi kepentingan dan/atau atas nama 
LPS, guna melaksanakan sebagian tugas 
tertentu;  
h. melakukan penyuluhan kepada bank dan 
masyarakat tentang penjaminan 
simpanan; dan  
i. menjatuhkan sanksi administratif.  
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(2) LPS dapat melakukan penyelesaian dan 
penanganan Bank Gagal dengan 
 kewenangan:  
a. mengambil alih dan menjalankan segala 
hak dan wewenang pemegang saham, 
termasuk hak dan wewenang RUPS;  
b. menguasai dan mengelola aset dan 
kewajiban Bank Gagal yang 
diselamatkan; 
c. meninjau ulang, membatalkan, 
mengakhiri, dan/atau mengubah setiap 
kontrak yang mengikat Bank Gagal yang 
diselamatkan dengan pihak ketiga yang 
merugikan bank; dan  
d. menjual dan/atau mengalihkan aset 
bank tanpa persetujuan debitur 
dan/atau kewajiban bank tanpa 
persetujuan kreditur.  
Pasal 7 ayat: 
(1) Dalam menjalankan tugas dan 
wewenangnya, LPS dapat meminta data, 
informasi, dan/atau dokumen kepada pihak 
lain.  
(2) Setiap pihak yang dimintai data, informasi, 
dan/atau dokumen sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), wajib memberikannya 
kepada LPS. 
Keberadaan hukum perbankan dalam 
pembangunan nasional merupakan suatu 
upaya pembangunan yang berkesinambungan 
dalam rangka mewujudkan masyarakat 
Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan 
Pancasila dan Undang-Undang Dasar 
1945.Hukum perbankan adalah: sistem hukum 
yang terdiri dari sekumpulan peraturan hukum 
yang mengatur kegiatan lembaga keuangan 
bank yang meliputi segala aspek yang dilihat 
dari segi esensi dan eksistensinya di dalam 
menciptakan keadilan dan kepastian hukum.12 
Menurut Muhamad Djumhana, Hukum 
Perbankan adalah: sebagai kumpulan peraturan 
hukum yang mengatur kegiatan lembaga 
keuangan bank yang meliputi segala aspek, 
dilihat dari segi esensi, dan eksistensinya serta 
hubungannya dengan bidang kehidupan yang 
lain.13 
Sedangkan menurut Munir Fuady, Hukum 
Perbankan adalah: “seperangkat kaidah hukum 
                                                          
12
Wulanmas A.P.G. Frederik, Buku Ajar Hukum Perbankan, 
Cetakan Pertama, Genta Press (Kelompok Genta 
Publishing). Yogyakarta, 2012. hal. 11. 
13
Ibid, hal. 10. 
dalam bentuk peraturan perundang-undangan, 
yurisprudensi, doktrin dan lain-lain sumber 
hukum yang mengatur masalah-masalah 
perbankan sebagai lembaga dan aspek 
kegiatannya sehari-hari, rambu-rambu yang 
harus dipenuhi oleh bank, perilaku petugas-
petugasnya, hak, kewajiban, tugas dan 
tanggung jawab para pihak yang tersangka 
dengan bisnis perbankan, apa yang boleh dan 
tidak boleh dilakukan oleh bank, seksistensi 
perbankan dan lain-lain yang berkenan dengan 
dunia perbankan.14 
Beranjak dari beberapa pengertian di atas, 
Hermansyah merumuskan Hukum Perbankan, 
adalah: “segala sesuatu yang menyangkut 
tentang bank, mencakup kelembagaan, 
kegiatan usaha serta cara dan proses 
melaksanakan kegiatan usahanya, maka pada 
prinsipnya dapat dirumuskan bahwa hukum 
perbankan adalah keseluruhan norma-norma 
tertulis maupun norma-norma yang tidak 
tertulis mengatur tentang bank, mencakup 
kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan 
proses melaksanakan kegiatan usahanya.15 
Tujuan Hukum Perbankan, Nicholas A. Lash, 
Nindyo Pramono menguraikan bahwa tujuan 
pengaturan industri perbankan, bahwa “ada 
lima tujuan mengapa industri perbankan perlu 
diatur”, yaitu:16 
1. Menjaga keamanan bank; 
2. Memungkinkan terciptanya iklim kompetisi 
yang sehat;  
3. Pemberian kredit untuk tujuan kemorsial; 
4. Perlindungan terhadap nasabah; 
5. Terciptanya suasana yang konduktif bagi 
pengambilan kebijakan moneter.17 
Selanjutnya oleh beliau dijelaskan bahwa 
tujuan menjaga keamanan bank dibutuhkan 
agar kegiatan industri perbankan tidak mudah 
kolaps dan kepercayaan masyarakat 
terjaga.Sumber hukum formal dan Hukum 
Perbankan Indonesia tidak hanya terbatas pada 
sumber hukum tertulis, tapi bersumber juga 
pada hukum yang tidak tertulis. Berbicara 
mengenai sumber hukum formal di Indonesia, 
maka Undang-Undang Dasar 1945 sebagai 
sumber utama. Adapun yang dimaksud sumber 






Ibid, hal. 11. 
17
Ibid, hal. 11-12. 
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hukum formal mengenai bidang perbankan 
adalah sebagai berikut: 
a. Undang-Undang Dasar 1945 beserta 
Amandemennya; 
b. Undang-Undang pokok di bidang perbankan 
dan undang-undang pendukung sektor 
ekonomi dan sektor lainnya yang diteliti; 
c. Peraturan pemerintah sebagai pelaksana 
dari undang-undang perbankan dan undang-
undang pendukung sektor ekonomi dan 
sektor lainnya yang terkait; 
d. Peraturan Presiden (Perpres); 
e. Peraturan  Daerah.18 
Hukum perbankan Indonesia adalah sebagai 
hukum yang mengatur masalah-masalah 
perbankan yang berlaku pada saat sekarang di 
Indonesia. Dengan demikian berarti akan 
membicarakan aturan-aturan perbankan yang 
positif masih berlaku sampai saat sekarang ini, 
sehingga peraturan hukum perbankan yang 
pernah berlaku pada masa yanglalu, sudah 
tidak berlaku lagi, namun peraturan-peraturan 
itu masih diperlukan sebagai bahan yang 
penting dalam rangka mempelajari sejarah 
perbankan Indonesia.19 
Hukum modern mempunyai sifat dan fungsi 
instrumen, yaitu bahwa hukum sebagai sarana 
perubahan. Hukum akan membawakan 
perubahan-perubahan melaui pembuatan 
perundang-undangan yang dijadikan sebagai 
sarana menyalurkan kebijakan-kebijakan yang 
dengan demikian bisa berarti menciptakan 
keadaan-keadaan yang baru atau mengubah 
sesuatu yang sudah ada. Dari sini terlihat 
peranan aktif dari hukum, yaitu dipakai sebagai 
sarana untuk menimbulkan akibat tertentu, 
yaitu tujuan yang dihendaki. Hanya saja  demi 
tercapainya fungsi tersebut, bekerjanya hukum 
tidak bisa dibebankan pada isi perundang-
undangan saja melainkan juga aparat 
birokrasinya lebih dituntut untuk aktif dalam 
pelaksanaannya. Dengan demikian pula maka 
penguasaan, pengetahuan yang lebih saksama 
mengenai perbankan merupakan tuntutan yang 
tidak dapat ditinggalkan.20 
Menurut Penjelasan Atas Undang-Undang 
Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga 
Penjamin Simpanan, Industri perbankan 
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Ibid, hal. 13. 
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Muhamad Djumhana, Hukum Perbankan di Indonesia, 
PT. Citra Aditya Bakti. Cetakan  ke II. Bandung. 1996. hal. 1 
20
 Ibid. hal. 17-18. 
merupakan salah satu komponen sangat 
penting dalam perekonomian nasional demi 
menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan 
eknonomi nasional. Stabilitas industri 
perbankan dimaksud sangat mempengaruhi 
stabilitas perekonomian secara keseluruhan, 
sebagaimana pengalaman yang pernah terjadi 
pada saat krisis moneter dan perbankan di 
Indonesia pada tahun 1998.  
Kepercayaan masyarakat terhadap industri 
perbankan nasional merupakan salah satu kunci 
untuk memelihara stabilitas industri perbankan 
sehingga krisis tersebut tidak terulang. 
Kepercayaan ini dapat diperoleh dengan 
adanya kepastian hukum dalam pengaturan 
dan pengawasan bank serta penjaminan 
simpanan nasabah bank untuk meningkatkan 
kelangsungan usaha bank secara sehat. 
Kelangsungan usaha bank secara sehat dapat 
menjamin keamanan simpanan para 
nasabahnya serta meningkatkan peran bank 
sebagai penyedia dana pembangunan dan 
pelayan jasa perbankan. Apabila bank 
kehilangan kepercayaan dari masyarakat 
sehingga kelangsungan usaha bank dimaksud 
tidak dapat dilanjutkan, bank dimaksud menjadi 
Bank Gagal yang berakibat dicabut izin 
usahanya.  
Oleh sebab itu, baik pemilik dan pengelola 
bank maupun berbagai otoritas yang terlibat 
dalam pengaturan dan/atau pengawasan bank 
harus bekerja sama mewujudkan kepercayaan 
masyarakat terhadap industri perbankan. 
Penjaminan seluruh kewajiban bank (blanket 
guarantee) berdasarkan Keputusan Presiden di 
masa lalu, berhasil mewujudkan kepercayaan 
masyarakat terhadap industri perbankan pada 
masa krisis moneter dan perbankan. Namun, 
penjaminan yang sangat luas ini juga 
membebani anggaran negara dan menimbulkan 
moral hazard pada pihak pengelola bank dan 
nasabah bank. Pengelola bank tidak terdorong 
untuk melakukan usaha bank secara prudent, 
sementara nasabah tidak memperhatikan atau 
mementingkan kondisi kesehatan bank dalam 
bertransaksi dengan bank. Selain itu, 
penerapan penjaminan secara luas ini yang 
berdasarkan kepada Keputusan Presiden 
kurang dapat memberikan kekuatan hukum 
sehingga menimbulkan permasalahan dalam 
pelaksanaan penjaminan. Oleh karena itu 
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diperlukan dasar hukum yang lebih kuat dalam 
bentuk Undang-Undang.21 
Di dalam Undang-Undang ini ditetapkan 
penjaminan simpanan nasabah bank yang 
diharapkan dapat memelihara kepercayaan 
masyarakat terhadap industri perbankan dan 
dapat meminimumkan risiko yang membebani 
anggaran negara atau risiko yang menimbulkan 
moral hazard Penjaminan simpanan nasabah 
bank tersebut diselenggarakan oleh Lembaga 
Penjamin Simpanan (LPS). LPS sendiri memiliki 
dua fungsi yaitu menjamin simpanan nasabah 
bank dan melakukan penyelesaian atau 
penanganan Bank-Gagal. Penjaminan simpanan 
nasabah bank yang dilakukan LPS bersifat 
terbatas tetapi dapat mencakup sebanyak-
banyaknya nasabah. Setiap bank yang 
menjalankan usahanya di Indonesia diwajibkan 
untuk menjadi peserta dan membayar premi 
penjaminan. Dalam hal bank tidak dapat 
melanjutkan usahanya dan harus dicabut izin 
usahanya, LPS akan membayar simpanan setiap 
nasabah bank tersebut sampai jumlah tertentu. 
Adapun simpanan yang tidak dijamin akan 
diselesaikan melalui proses likuidasi bank.  
Likuidasi ini merupakan tindak lanjut dalam 
penyelesaian bank yang mengalami kesulitan 
keuangan. LPS melakukan tindakan 
penyelesaian atau penanganan bank yang 
mengalami kesulitan keuangan dalam kerangka 
mekanisme kerja yang terpadu, efisien dan 
efektif untuk menciptakan ketahanan sektor 
keuangan Indonesia atau disebut Indonesia 
Financial Safety Net (IFSN). LPS bersama 
dengan Menteri Keuangan, Bank Indonesia, dan 
Lembaga Pengawas Perbankan (LPP) menjadi 
anggota Komite Koordinasi. Tindakan 
penyelesaian atau penanganan Bank-Gagal oleh 
LPS didahului berbagai tindakan lain oleh Bank 
Indonesia dan LPP sesuai peraturan perundang-
undangan.22 
 
B. Kewajiban Forum Koordinasi Stabilitas 
Sistem Keuangan Untuk Menjaga Stabilitas 
Sistem Keuangan 
Di Indonesia, lembaga perbankan memiliki 
misi dan fungsi sebagai agen pembangunan 
(agent of development), yaitu sebagai lembaga 
                                                          
21
Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 
Tentang Lembaga Penjamin Simpanan. 
22
Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 
Tentang Lembaga Penjamin Simpanan. 
yang bertujuan menunjang pelaksanaan 
pembangunan nasional dalam rangka 
meningkatkan pemerataan pertumbuhan 
ekonomi dan stabilitas nasional ke arah 
meningkatkan kesejahteraan rakyat 
banyak.Tidak ragukan lagi bahwa perbankan 
menunjukkan pelayanan khusus dan manfaat 
terhadap masyarakat dan tidak ada masyarakat 
modern yang dapat mencapai kemajuan pesat 
atau bahkan dapat mempertahankan angka 
pertumbuhannya tanpa bank.23 
Dikaitkan dengan dunia perbankan yang 
merupakan badan usaha menurut bidangnya, 
termasuk salah satu unsur yang sangat 
berperan dalam pembangunan ekonomi itu 
sendiri. Untuk secara dini mencegah 
kemungkinan terjadinya permasalahan-
permasalahan yang dapat timbul ke permukaan 
dalam hubungan kerja sama baik langsung 
maupun tidak langsung. Disadari maupun tidak 
disadari, maka diperlukan hukum untuk 
mengaturnya. Hukum yang diperlakukan 
tersebut harus dipedomani dan dipatuhi agar 
hubungan seperti yang dimaksudkan di atas 
terjalin baik.24 
Dunia perbankan termasuk di Indonesia juga 
mengalami pertumbuhan perkembangan, 
maupun perubahan perundang-undangan. 
Karena itu tidaklak heran khususnya di 
Indonesia dalam rangka penyesuaian dengan 
kondisi dan situasi yang terus berubah dan 
bergerak, menyebabkan Undang-Undang 
tentang Bank terus disempurnakan. Namun 
demikian produk perundang-undangan yang 
baru termasuk Undang-Undang tentang Bank 
dalam arti luas, tidak boleh melepaskan diri dari 
sistem nilai yang dapat menumbuhkembangkan 
dunia perbankan di Indonesia demi 
pembangunan ekonomi bangsa dan negara 
ini.25 
Setelah melalui proses panjang, akhirnya 
pengalihan pengawasan perbankan dan non 
perbankan resmi dilimpahkan kepada Otoritas 
Jasa Keuangan (OJK) mulai 1 Januari 2014. 
Sebelumnya, tugas tersebut selama ini berada 
di tangan Bank Indonesia (BI). Berlangsung di 
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Neni Sri Imaniyati, Pengantar Hukum Perbankan 
Indonesia, PT. Refika Aditama, Cetakan Pertama, Bandung. 
2010. hal. 14. 
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Chainur Arrasjid, Hukum Pidana Perbankan, Cetakan 
Pertama. Sinar Grafika. Jakarta. 2011, hal. 22. 
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Ibid, hal. 23. 
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kantor Bank Indonesia (BI), transisi pengawasan 
ini ditandai dengan serah terima fungsi 
pengaturan dan pengawasan mikro prudensial 
oleh Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus 
Martowardojo kepada Ketua OJK Muliaman D 
Hadad.26 
Dalam acara pengalihan fungsi ini, turut 
hadir seluruh jajaran BI dan OJK. Kedua 
lembaga ini berbaur menjadi satu demi tujuan 
bersama untuk meningkatkan pengawasan 
sistem perbankan, non perbankan dan pasar 
modal di Tanah Air. Menurut Agus 
Martowardojo, pengalihan fungsi ini 
merupakan pondasi untuk menghadapi 
tantangan global untuk membangun sistem 
keuangan dan pengawasan di industri 
perbankan, non bank dan pasar modal. 
Pengalihan fungsi pengaturan dan pengawasan 
bank dari BI ke OJK menjadi tonggak bersejarah 
untuk menghadapi sistem keuangan yang kuat. 
Sehingga kita akan semakin kuat dalam 
menghadapi shock global," saat memberi 
sambutan di acara Transisi Pengawasan Bank di 
kantornya, Jakarta, Selasa (31/12/2013).  
Penyerahan tugas tersebut merupakan 
langkah pelaksanaan amanah Undang-undang 
(UU) Nomor 21 Tahun 2012 tentang OJK. 
Selama ini, tambah bagus, kekuatan sistem 
keuangan Indonesia mampu menyerap shock 
global dengan baik. Hal ini dibuktikan dengan 
stabilnya kinerja sektor perbankan.  
Kemampuan modal, likuiditas dan 
profitabilitas sektor perbankan di Indonesia 
sangat kuat dan stabil, semua ini dihasilkan dari 
perilaku manajemen perbankan yang 
menerapkan budaya risiko yang baik dan 
menjalankan aspek kepatuhan. Agus 
Martowardojo optimistis, masa transisi dapat 
berjalan dengan baik. Tidak ada perubahan 
pengaturan, perizinan dan lainnya. Ini adalah 
permulaan bagi OJK untuk menjaga stabilitas 
sistem keuangan yang berkontribusi terhadap 
perekonomian Indonesia. Dalam hal ini, OJK 
tidak akan berjalan sendiri karena didukung 
oleh pemerintah, Lembaga Penjamin Simpanan 
(LPS) dan lembaga lain serta putra putri terbaik 
dari BI.Kami mendukung penuh putra putri BI 
untuk mengawal masa transisi ini supaya dapat 
tercipta sistem keuangan yang terintegrasi 
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https://www.liputan6.com/me/fiki.ariyanti.OJK Resmi 
Ambil Alih Tugas BI Awasi Perbankan. Diakses 3/7/2019 
11:17 Wita. 
dengan OJK. Integritas dan kompetensi akan 
tetap melekat di mana putra putri ini bertugas 
serta terus menjunjung tinggi etos kerja.27 
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 
21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, 
mengatur mengenai Protokol Koordinasi, 
sebagaimana dinyatakan pada Pasal 44 ayat: 
(1) Untuk menjaga stabilitas sistem keuangan, 
dibentuk Forum Koordinasi Stabilitas 
Sistem Keuangan dengan anggota terdiri 
atas:  
a. Menteri Keuangan selaku anggota 
merangkap koordinator;  
b. Gubernur Bank Indonesia selaku 
anggota;  
c. Ketua Dewan Komisioner OJK selaku 
anggota; dan  
d. Ketua Dewan Komisioner Lembaga 
Penjamin Simpanan selaku anggota.  
(2) Forum Koordinasi Stabilitas Sistem 
Keuangan dibantu kesekretariatan yang 
dipimpin salah seorang pejabat eselon I di 
Kementerian Keuangan. 
(3) Pengambilan keputusan dalam rapat Forum 
Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan 
berdasarkan musyawarah untuk mufakat. 
(4) Dalam hal musyawarah untuk mufakat 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak 
tercapai maka pengambilan keputusan 
dilakukan berdasarkan suara terbanyak.  
Penjelasan Pasal 44 ayat (1) Menteri 
Keuangan, Gubernur Bank Indonesia, Ketua 
Dewan Komisioner OJK, dan Ketua Dewan 
Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan 
masing-masing mewakili Kementerian 
Keuangan, Bank Indonesia, OJK, dan Lembaga 
Penjamin Simpanan. Ayat (2) Cakupan kerja, 
sumber daya, dan anggaran kesekretariatan 
disepakati oleh setiap anggota Forum 
Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan. Ayat (4) 
Keputusan yang diambil Forum Koordinasi 
Stabilitas Sistem Keuangan mengikat seluruh 
anggota forum. 
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 
21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, 
Pasal 45 ayat: 
(1)  Dalam kondisi normal, Forum Koordinasi 
Stabilitas Sistem Keuangan:  
a. wajib melakukan pemantauan dan 
evaluasi stabilitas sistem keuangan;  
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b. melakukan rapat paling sedikit 1 (satu) 
kali dalam 3 (tiga) bulan;  
c. membuat rekomendasi kepada setiap 
anggota untuk melakukan tindakan 
dan/atau membuat kebijakan dalam 
rangka memelihara stabilitas sistem 
keuangan; dan  
d. melakukan pertukaran informasi.  
(2)  Dalam kondisi tidak normal untuk 
pencegahan dan penanganan krisis, 
Menteri Keuangan, Gubernur Bank 
Indonesia, Ketua Dewan Komisioner OJK, 
dan/atau Ketua Dewan Komisioner 
Lembaga Penjamin Simpanan yang 
mengindikasikan adanya potensi krisis atau 
telah terjadi krisis pada sistem keuangan, 
masing-masing dapat mengajukan ke 
Forum Koordinasi Stabilitas Sistem 
Keuangan untuk segera dilakukan rapat 
guna memutuskan langkah-langkah 
pencegahan atau penanganan krisis.  
(3) Menteri Keuangan, Gubernur Bank 
Indonesia, Ketua Dewan Komisioner OJK, 
dan Ketua Dewan Komisioner Lembaga 
Penjamin Simpanan berwenang mengambil 
dan melaksanakan keputusan untuk dan 
atas nama institusi yang diwakilinya dalam 
rangka pengambilan keputusan Forum 
Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan, 
dalam kondisi tidak normal sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2). 
(4) Forum Koordinasi Stabilitas Sistem 
Keuangan menetapkan dan melaksanakan 
kebijakan yang diperlukan dalam rangka 
pencegahan dan penanganan krisis pada 
sistem keuangan sesuai dengan 
kewenangan masing-masing.  
(5) Keputusan Forum Koordinasi Stabilitas 
Sistem Keuangan yang terkait dengan 
penyelesaian dan penanganan suatu bank 
gagal yang ditengarai berdampak sistemik 
mengikat Lembaga Penjamin Simpanan.  
Penjelasan Pasal 45 ayat (2) Yang dimaksud 
dengan “krisis pada sistem keuangan” adalah 
kondisi sistem keuangan yang sudah gagal 
menjalankan fungsi dan perannya secara efektif 
dalam perekonomian nasional yang ditunjukkan 
dengan memburuknya berbagai indikator 
ekonomi dan keuangan antara lain berupa 
kesulitan likuiditas, masalah solvabilitas, 
dan/atau penurunan kepercayaan publik 
terhadap sistem keuangan. Ayat (5) Yang 
dimaksud dengan “bank gagal” adalah bank 
yang mengalami kesulitan keuangan dan 
membahayakan kelangsungan usahanya serta 
dinyatakan tidak dapat lagi disehatkan oleh OJK 
sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya. 
 
PENUTUP 
A.  Kesimpulan 
1. Dalam melaksanakan tugas pengaturan, 
OJK memiliki beberapa wewenang yang 
bisa dilakukan. Wewenang tersebut 
antara lain adalah dapat menetapkan 
peraturan pelaksanaan undang-undang 
ini, dapat menetapkan peraturan 
perundang-undangan disektor jasa 
keuangan, dapat menetapkan peraturan 
dan juga keputusan OJK, dapat 
menetapkan peraturan mengenai 
pengawasan disektor jasa keuangan, 
dapat menetapkan kebijakan tentang 
pelaksanaan tugas OJK, dapat 
menetapkan peraturan mengenai 
tatacara penetapan perintah tertulis 
terhadap lembaga jasa keuangan 
terhadap lembaga jasa keuangan dan 
pihak tertentu, dapat menetapkan 
peraturan mengenai tatacara penetapan 
pengelola statuter pada lembaga jasa 
keuangan, dapat menetapkan struktur 
organisasi dan infrastruktur, serta 
mengelola dan memelihara, dan 
menatausahakn kekayaan dan kewajiban 
dan yang terakhir dapat menetapkan 
pengaturan mengenai tatacara 
pengenaan sanksi sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-
undangandisektor jasa keuangan.  
2. Kewajiban Forum Koordinasi Stabilitas 
Sistem Keuangan untuk menjaga 
stabilitas sistem keuangan diatur dalam 
Protokol Koordinasi, Untuk menjaga 
stabilitas sistem keuangan. Dalam kondisi 
normal, Forum Koordinasi Stabilitas 
Sistem Keuangan: wajib melakukan 
pemantauan dan evaluasi stabilitas 
sistem keuangan; melakukan rapat paling 
sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan; 
membuat rekomendasi kepada setiap 
anggota untuk melakukan tindakan 
dan/atau membuat kebijakan dalam 
rangka memelihara stabilitas sistem 
keuangan; dan melakukan pertukaran 
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informasi. Dalam kondisi tidak normal 
untuk pencegahan dan penanganan 
krisis, Menteri Keuangan, Gubernur Bank 
Indonesia, Ketua Dewan Komisioner OJK, 
dan/atau Ketua Dewan Komisioner 
Lembaga Penjamin Simpanan yang 
mengindikasikan adanya potensi krisis 
atau telah terjadi krisis pada sistem 
keuangan, masing-masing dapat 
mengajukan ke Forum Koordinasi 
Stabilitas Sistem Keuangan untuk segera 
dilakukan rapat guna memutuskan 
langkah-langkah pencegahan atau 
penanganan krisis.  
 
B.  Saran 
1. Sebaiknya dalam rangka pemeriksaan 
perbankan, Bank Indonesia dan Otoritas 
Jasa Keuangan juga terus melakukan 
hubungan timbal balik. Bank Indonesia 
dalam kondisi tertentu akan melakukan 
pemeriksaan khusus terhadap perbankan 
setelah berkoordinasi dengan Otoritas 
Jasa Keuangan. Begitupun 
sebaliknya,dalam hal Otoritas Jasa 
Keuangan mengidentifikasi perbankan 
tertentu mengalami kondisi yang 
memburuk maka OJK akan segera 
menginformasikan kepada BI. Kerja sama 
reciprocal dimaksud sangat bermanfaat 
untuk mengantisipasi dampak sistemik 
negatif dari suatu kondisi perbankan. 
Dengan kerja sama itu pula tindakan 
penanganan yang tepat dapat diambil 
secara cepat. 
2. Sebaiknya dalam menjaga stabilitas 
sistem keuangan diperlukan strategi 
monitoring stabilitas sistem keuangan 
dan solusi bila terjadi krisis. Strategi 
tersebut mencakup koordinasi dan 
kerjasama, pemantauan, pencegahan 
krisis dan manajemen krisis. 
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